BUPATI NATUNA
PROVINSI EEPULAUVAN RIAU

PERATURAN BUPATI NHATUNA
NOMOR 3= TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEENIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYEDLAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAG!

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI { RTLH | EABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2015

5 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] NATUNA,

Menimbang : 2. bahws Prosram Penyediaan Sarana Linpgkungan dan Air
Bersih bagt Rumah Tidak Lavek Huni { ETLH | sebagai
program vang cfcktif dan ciisien dalam upaya pemberdayaan
masyarakat dan penangeulangan kemiskinan di Kabupaten
MNatuna;

b. bahwa untuk kelancarsn administrasi dan  operasional
pelaksanaan Program Penyediaan Sarana Linglungan dan
Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni { RTLH | maksa
perly dibwat  suatn pedoman  wunluk petunjuk
pelaksanaannya;

c. bahwa untuk penyempurnaasn sualu pedoman  dalam
- Kegintan Penyedioan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi
Rumah Tidak Layak Huni maka di pandang perlu untuk
dibclatkan  suaty Perubahan  Petunjuk  Tekniz  dalam
pelaksanaanriva;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksuad
dalam hurul &, hurul b dan huruf ¢ diatas, perlu ditetapkan
Feraturan Bupal teniang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis  Pelaksansan — Kegiatan  Penvediaan — Sarana
Linglungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Humni
{ RTLH ) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Linglungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembarun Negara Republik
[ncdomesis Nomor 34935],
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2. Undang-Undang Homor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukat Kabupaicn Pelalawan, Kabupaten Hokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabuparten
Karimun, Kabupaten Natuna, Rabupaten Kuantan Singing
dan Keota Batam (Lembaran Negera Republik Indoneais
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lemhbaran Negera
Fepublik Indonesia Nomeor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketipa atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 fentang Pembentuken Eabupsten
Pelalawan, Kahupaten Rokan Thih, Kebupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Kanmun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Huantan Singingi dan Kota Batam (Lembaram
Wegara FRepublid: Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaranm MNepara Hepublik Indonesia Momor
4880,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulavan Riau (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tshun 2002 Momor 111, Tembahon
Lecmbaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undeng HNomor 33 2 Tahuno 2004 tocntang
Pemmbengan Keuangan antara FPemenmtah Pusat dan
Pemermtahan Draerah (Lembaran Nepata Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran WNegara
Eepublik Indonesia Nomaor 4138):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  rentang
Kezejahteraan Sosial [Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 20089 MNomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4967),

6. Undang-Undang MNomeor 12 Tahun 2011 tenftang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
MNegara FRepublik TIndonesia Tahun 2011 HNomor B2,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daecrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomar 244, Tambahan Lembaran NWegara Repuhblik
Indomicsia  Nomor 5587)  schageimana  telah diubah
beherapakali terakhir dengan Undang-LIndang Nomar 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Undang-Lndang
Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintah Daerah
{Letmbaran Megara Hepublk Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran MNegara Ecpublik Indonecsia Nomor
5679):

8. Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
FPelavanan HKesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran
Negara FRepublik Indonesia Tahun 1937, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260];
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10,

-8

12.

12,

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan PFeomerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerinlghan Daerah Provinsi dan Pemerintaban Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomar &2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Kcputusan Menterd Sosial Nomor 84/HUK/ 1997 tentang
Pelaksanaan Pemberan Bantuan Sosial bagi Keluarea fakir
Mislan;

Keputusan Menteri Sosial Nomaor 19/HUK/ 1998 tentang
Pelavanan Kesejahtcraan Sosial bagl Foldr Miskin yang
diselenggarakan nleh masyaraksl,;

Peraluran Deerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011
lentang Susunan Organisasi dan Tala Kerje Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Narmna ([Lembaran
Dacrah Kabupaien Natuna Tahun 2011  Nomor 9);

Peratizran Daerah Kabupaten Natuna Nomaor 1 Tahun 2015
tenlang Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah Tahun
Angparan 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Bupati Natuna Nemor | Tabun 2015 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Eabupaten Namna Tahun Anpgaran 2015 (Berita Daerah
Kabupalen Natuna Tahun 2015 Nomeor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapksn : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA LINGEUNGAN DAN AIR RERSIH
BAGI RUMAH TIDAE LAYAK HUNI ( RTLH ) KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 20165.

Pasal I

Ketentuan dalam BABR V lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahumn
2012 tentang Petunjulk Teknis Pelaksanasn Penyediaan Sarona Limghkungsn
dan Air Bersih bagi Rumsh Tidalk Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna
Tatun Anggaran 2012 { Benta Daerabh Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomar
26 ) di ubah sebagaimana (elampir pada lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Peraluran Bupati ini,
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FPasal It
Peraturan Bupat ini berlaloy pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Persturan
Hupati (ni dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal | JUnl &0l

BUFPATI NATURA,
g Y. BABLI

Diundangkan di Ranai

pade tanggal 1| Ty, G04%

SEERETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

i
SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KARUPATER NATUNA TAHUN 2015 NOMOR S
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Lampitan | Peraturan Bupati ¥Matuna
Nomor @ 22 Tahun 2015
Tanggal : 1 J@ni &015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuban Yang maha Esa, karena
penyusunan Petunjuk Teknis Keglatan Penyediaan Sarana Lingkunean dan Air
Bersih bagi Rumah Tidak Layvalt Huni { RTLH | dapat diselesails=n sesnai
TETICATIA.

Petunjuk Teknis Pelaltsanagn Kegiatan ind sangat penting artinya,
larena digunakan sebagal arcuan bagi pihak-pihak wvang terlibat dalam
melaksanakan kegiatan ini, yang di danai olch APBD Provinsi Kepulaman Riau

s dan APTRD Kabupaten Natuna Tahun Angaran 2015 vang merupakan bantuan
stimulan bagi masyarakat Fakir, Misldn dan fakir Miskin, Dengan adamva
program ini diharapkan dapat di inisiasi oleh masvarakal, dunia usaha dan
Chrganisasi Masyarakat lainnya sehingge dapat menjadi magnet dalam upaya
pemberdayaan sosial mengentasian kemiskinamn,

Fetunjuk Telmizs ini secara gatis besar memuat latar belakang
pelalsanaar kegiatan, krileria SHEATAL, prinsip pelaksanasn,
pengorganisasian, pendanaan, tshapan pelaksanaan dan pelaporan hasil
kegiatan.

Melaiui Petunjuk Tcknis kepiatan ini diharapkan setap pihak dapat
mengetahui zerta memahami posisi, tugas dan fungsinye dengasn  baik,
sehingga tujuan dar kegiatan Penyvediaan Sarana Lingkunpan dan Air Hersih
bagi Fumeah Tidak Layak Huni dapat tereapai.

Kepada semua pihale yang (elabh membernkan dukungan  hingga
tersusunnyd Petunjuk Telknis ini divcapksn terima kasih.

BUPFATI HA,

Y SABLI
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BAE 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang.

hdasalah lemislonan merupskan permasalahan vanpg sangat
mendesals untul dientaskan dalam kehidupan dewasa ind, Kemiskinan
sAngat erat kaitannya dengar ketimpangan duan kesenjangan sosial dalam
kehidupen masyarakat, merupakan masalsh utama pembangunan yang
sifatriva komplek dan muliidimensi. Persoalan kerniskinan tidak hanya
berdimensi ckononn  telapd jupgs sosial, budaya, poliflk bahkan jupa
idcologi. Kondisi kemiskinan vang secara umum, ditandai demgan adanys:
kerentansn, ketidakberdayvaan, kererianlazian serta  ketidakmampuan
untuk menyvampaikan aspirasi dan  kebutubannva. Hal ini dapat
mempengaruhi kehidupan masvarakat seperti ably

1. Becara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyvaralcat,
. Eendahnya partsipast masyarakal.

. Menurunnyva ketertiban umum Jdan ketentraman masyarakat.

[ [ U W (R

- Menurunnyva kepercayasn masvarakal  lerbadap  birokrasi  dalam
memberikan pelayanan kepada masyaralkat,

f. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Pembangunan vang dilakuakan secara Detkesinambungan
bertujuan untuk meninpkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Diharapkan hasil pembangunsn tersebut merata datam upavs menguratgi
kegsenjangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang
heriujuan untuk meningkatkan kescjahteraan masyarakat, dan mendorong
terciptanya kinerja pemerintoh vang batk dalam rengla tujuan jangka
patijang adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan hal terschul,
salah satu upave program yang saat ini dilalukan coleh Pemerintah
Kabupaten Natuna vaitu  Penyedisan Sarana Lingkungan dan Air Bersih
bagi Rumah Tidak Layak TTuni  dan prasarana pendukungnya yang
merupakan permaszalahan yang penting untulk diselesailkan,



Femerintah Kalwpaten Natune dan dibantu dengan dana hibah
dari Provingi Kepulauan Risu Tabun Anggaran 20715 ini, aken melakubkan
Kegialan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Beraih bagi Rumah Tidak
Lavak Huni vang pelaksansan kegiatannyva melalui Dinas Sosial dan
Tenapa Kerja Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebul bermabksud uniuk
memberikon bantuen kepada Masvaralat melalui Penyediaan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bagi Fumah vang Tidak Lavax Humi, Sclan dard
hal tersebul, juga untuk memantapkan nilai-nilai kebersamaan dan
kesetiakawanan sosial masyaralat di wilayah/lokasi pembangunan, vang
mempunya nilad strategis dalam pembinaan wawasan kebangszan.

Sedangkan tujuan dar pemberian haniuan Penvediaan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bag Fumah Tidak Lavak Huni adalah
bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabsl masyvarakal miskin
agar tidak terlantar, sekalisus akan dapat meningkathan kesejableraan
s0sial, serta memantapkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial
wares miskin vang memiliki Sarana Lingkungsan dan Alr Bersih  bagi
Rumah Tidak Layak Fluni agar tidak terjadi masalah so=ial. Pelakeansan
kegiatarmya direncanakan akan dilakaanakan secara berkelanjutan dan
merata di setiap Desa dan Kelurahan Sc-Kabupaten Natuna.

B. Tujuan

1. Tujuan Penyusiunan Feiunjuk Teknis Pelaksanaan Penvediasan Sdardama

Lingkungan dan Air Bersih bagi Rurmah Tidak Layak Huni.

a. Terszedianya Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiaton
Penyediaan Sarana Linpkungsan dan Air Berasih bagi Rumah Tidak
Layak Humi.

b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelakaanaan
kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air DBersih  begi
Eumah Tidak Lavak Huni,

2. Tujuan Pelakssnaan Kegiatan Penyvediaan Sarana Lingkungan dan Air

Bersih bagi Rumah Tidak Layak Tuni,

a, Tersedianva sarana lingkungan dan git bersih yang lavalk bag
kehiarga falir miskin,

b. Memulibkan kembali kepercayasn dan peran serta masvarakat
terutama kelompok miskin dalam pembanguanan.

c. Meningkatksn tarafl hidup begi masyaraleat falir miskin.



d. Meningkatnya harga Jdiri dan  martabat  keluarga  dalam
mienjalankan lungsi  sosialoya.

¢, Memberiksn kenvamsanan lingkunesn yvang schat bagi masvarakat
fakir mizldn sebagai tempat untuk memperoleh air hargih.

f. Menjaga serta meningkatkan kualitas htdup masyarakat,

C. Landagsan Hukum

T
2,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 15992 tentang Kesehatan Lingkungan.,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Penpgelolasn

Lingkungan Hidup

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tertang Kesejahleraan Soaial.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Tentang Pelayanan

Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

. Peraturan Pemerintabh Nomeor 38 Tabun 2007, Tentang Pembagiat

Urisan Pemerinlah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Dacrah hkabupaten/ Kota.

Eeputusan Menterl Sosial Nomaor B4 / HUK f 1997, Tentang Pelayansn
Pemberian bantuan Sosial bas Keluarga Fakir Miskin,

. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 f HUK / 1998, Tenlang Pelayanan

Kesejahteraan Sosial hagi Keluarga Faldr Misldn yang disclenggarakan

gleh masyAarakal.

. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentong Anpearan Pendapalah

dan Belanja Dacrah Eabupaten Matuna Tahun Anggaran 2015,

_ Peraturan Bupati Natuna MNomor | Tahun 2015 tentang Penjabaran

Angesyan Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Natuna Tahun
Anggaran 2015,

D. Pangertian

1.

Falir adalah orang vang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk
membiayvai hidup dan tdak mempunyal harta untuk keperluan
hidupnya.

Miskin adalabh  arang, keluarga, kelompok/masyaraleat Fang tdak
mempunyai dan/alall mempunyal sumber mata pencaharian tetapi
tidak dapat memenuhi kebuwluhan vang lavak bagl ketranusiaan.

. Faldr miskin vaitu kondisi keluarga yang serba kekurangan, dimana

dalam keluarsa tersebut mengalami kesulitan dalam mempercleh
pekerjaan yang lavak serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

hidup keluarganya.



Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang
meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
Sarana Linglungan adalah suatu tempsl dimana didalamnya terdapat
masyvarakal banvak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - har.
Air Eersih adalab aiv vang digunakan untuk keperlusn sehar -hari
vany kualitasnya memenuhi syarat kesehatan,

Menvediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih adalah upaya

memperbaild kondisi ingkungan yang kurang memadai atas kumub

dengan cara:

a. Peremajaan adaleh upaya memperbaiki kondisi sarana lingkungan
dan air hersih aecara menyeluruh,

b. Pemugsaran / Renovasi adalah upava memperbaiki sebagian sarana
Inglungan dan air heraih.

c. Melanjutkan pengerjaan Jdalam perbaikan den pernbangunan sarana
linglktungan dan air bersih vang helum selesal dibangun.

. Pembangunan baru sarana lingkungan den air bersih bagi keliargas
fakir, miskin dan fakir miskin dan masyvarakat lainnya vang belum
meriliki sarana lingkungan dan air hergih.

e. Pengadaan sarana aigupun alat yang dapal mendokung terciptanya
pemenuhan kebutuban sarana lingkunegan Jdan air bersik bagi
masvarakat,

Kelompok sarana lingkungan dan  air bersih  adalab  Kelompolk
masyvarakat penerima bantuan, vang rerdiri dar kepala keluarga miskin
yvatg herdekatan tempat tinggal dalam satu Desa/Kelurahan, yang
merupalkan  salah satu  pendekaian  dalam  pelaksanasan  sarana
lingkungan dan air bersih, agar masing-masing anggota dapal saling
membanty, berbagi  sumber daya, sehingga tujuan  program
pemberdayasn fukir mmiskin dapat tercapai.

UPK [ Unit Pengelola Kegialan | adalah organisasi masyaraleat diwilayah

kepamatan yang dibentuk oleh Camat vang dituangkan ke dalam Berita

Acara Pembentukan vang selanjuinya ditetapkan oleh Comat, yang

bertugas sebagai penangpungawab terhadap pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumab Tidak Layak

Humni.



10. Bantuan 3tmulen adalah bantuan dar pemerintab untuk mengpugah
partizipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat
lainnya dalam perbaiken sarang linglungan dan air bersih. Partisipasi
dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk danas, tenage, batang dan
lainnya

11.Bank wvang ditunjuk adalah Bank vang mengadakan Perjanjian

Kerjasama dengan Dinaz Scsial dan Tenapa Kerja Kabupaten MNatuna,

tentang penyaluran dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air

Berath bagi Rumah Tidak Layalk Huni Tahun 2015, dalam hal ini adalah

Bank Mandivi Cabang Pembantu Natuna.



BAB II
KRITERIA BABARAN

A. Kriteria Maszyarakat Penerima Bantuan Penyedinan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bagl Rumah Tidak Layak Hunl [RTLH]|

MER dengan Penghasilan eiap atan tidal: tetap,
Sudah berkelusarga;
Memilild atan menguasai tanah;

perctll L

Linglkungan vang fidak memilild sumber air bersih,

w

Lingkungan vang tidak memiliki gorong — gorong:
6. Memilild nir beraibh tetopl tidak melalul pipa paralon melankan
memaliai ammi:

T. Point 1 8/d 6 berada dilokast atau diluar lokasi RTLH.

B. Eriteria Lingkungan Penerima Bantuan Penyedisan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bapl Rumah Tidak Layak Huai [RTLH)

l. Mendukung wuntuk Kepiatan Penyvediaan Sarana Lingkungsan yang
baik dan sehal bagi Rumah Tidak Layale Huni don masvaralkat
sclatarnya,

2, Mendukung untuk Penyediaan Air Beraih vang mencukupi dan sehat
bagi Rumah Tidak Layak Huni dan masvarakat sekitarnya.

C. Sumber Data
Pelaltsanaan kegiatan Penyediman Sarsna Lingkungan dan Air
Bersih bagi Rumeh Tidal Laval: Huni untuk Tahun Anggaran 2015 akan
dilakaanakan acbanyak 12 lingkungan Usulan daxi Unit Pengelola
Kegiatan (UPK] Kecamatan, dan dala hasil verifilasi dari Dhnas Sosial
dan Tenags Eerja Kabupaten Natuna, yang kemudian ditetapkan dalam
3K Bupati Natuna sebagad Lingkungan Sasaran Penerima Manfaat.

D. Kriteria Sarana Lingkungan dan Air Bersih
Yemg dimaksud dengan sarana  lingkungsn  adalah fasilitas
penunjang yang berfungsi sehagai penyelengparaan serta pengemhbangan
kehidupan sosial, ckonomi dan budaya. Sedanpkan vang dimaksud air
bersih adalah air vang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang

kualitasnya memenuhi standar kesehatan.



g

Pengadaan alal Pembangunan Savans Lingkungean dan Air Bersib,
vang dilaksenakan apabila diperuntuksn bagi peroranpan, malka yang
menjadi target atau sasaranmya adalah masvarakat miskin penerima
bantuan RTLH maupun yang buksn penerima bantuan ETLH.

Sedangkan pengedaan atau pembangunan sarana, prasarana
lingkungan dan air bersith yvang Jilakulean bukan umuk perorangan,
maka hasgil dati pengadaan atau  pembangonan  tersebut, dapat
dirpanfaatkan alsu bervona begl measyvarakal luas baik masyarakat
penerima bantuan ETLH maupun vang biakan penerima bantuan RTLH.

Samana Lingkungan dan Air Bersih yang akan dibangun tersebut,

dapat berupa :
Sumber dan Jaringan air bersih.
Pengadean hak dan tangki air.
Pembuatan sumuar gali/sumur cincin.
Saluran air hljan, Permbuangan limbah rumah tangga (drainase).
Sarand MCE umum,
Sarana MCK Pribadi,
Jalan Lingkungan.
Tempat pembuangan saimpah.
Balai Pelayanan Sosial.

e i U S

0. Sumher Liatrik Ramah Lingkungan.



BAE I

KELEMEAGAAN PENGELOLAAN PENYEDIAAN BARANA LINGEUNGAN
DAN AIR BERSIH BAGI RUMAH TIDAE LAYAK HUNI (RTLH|

Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan den Air Bersih bagi Rumah
Tidak Layalk Huni vang dilaksonakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna,
pendangaan yang bersumber dari APED provinsi Eepulsuan Riau dan APBD
Kabupaten Natuna, Meh karena itu masing-masing lembaga harus
bertangeungiawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai
tujuan vang telah ditctapkan. Pihek yang terkait dalem pelaksanasn
kegiatan enyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersibh bagl Fumah Tidak
Lavalt Huni perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang

maksimal.

Adapun bidang lugas masing-masing kelcmbagaan dapat dinraikan
schagal beriku:
A. Tiinas Sosial dan Tenage Kerja Kabupaten Natuna,

1. Menvusun Petunjuk Teknis kegiatan Penyvediaan Sarana Lingkunigan
dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

2. Menviapkan Administrasi penceiran anggaran pelalsanaan kegiatan
Penvediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Fumeh Tidalk
Layak Huni melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(RPKAD).

3. Mclakukan venbhkasi lapangan setinp propoeal yang telah dhajukan
oleh UPK Eecamatan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabapaten
Natuna terkait dengan Kegialan Penyvedian Sarana Lingkungan dan
Air Bersih Bagi RTLH.

4. Menetapkan jenis kegiatan Penvediasn Sarana Linglungan dan Ady
Dersih bagi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan usulan dan UPK,
setelah dilakulken verifikasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Martuna dengan Surat Kepulusan Bupati

.Memberikan rckoemendasi pencairan dana bagi UPK penerima
bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah
Tidak Lavak Humni.

L

6. Melaksanalken kegiatan monitoting dan evaluasi kegizian.



7. Memberikan pelayvanan dan penanganan pengaduan  masvarakat

Lentane penyalgheunaan dana bantuan Kepiatan Penyvediaan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bapi Fumah Tidak Layalc Hum.

B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

Camat diturnguk sebagad kootdinator di Tingkal Kecamatan yang

remilild tupas sebaeai berikut ;

1.

Menetapkan keenpeotamnn Unit Ponpclola Kegatan (UPK) yvang tordint
dari Eetua, Selkoetars dan Bendahara dalam suall Sural Kepurigan
Camat berdasarkan Berita Acara Pembentukan UFPK di tingkat
Kecamatan, dengan syaral-ayarat yang telah ditetaplan,
Memberikan pengarehan, bimbingan kepada UPK bailr secara lisan
maupan lisan, lenlang langgungjawab administrasi keuangan,
tangpungawab  keberhasilan  kégiatan, peran dari UPK dalam
kebetrhasilan kegiatan dan lain-lain guna tertih administrasi dan
leberhasilan kegatan.

-Mendata, mengusulkan dan melaksanalkan venfikasi awal data calon

penerima bantuan dan lingkungan penerima S=:xana Lingkungan dan
Air Bersih bagi Rumah Tidak Lavak Huni yang diusulkan oleh UPK

yang disesuaikan dengan kriteria vang (elah diteraplan.

-Melakukan penilwian terhadap  wsulan Penyediaan Sarana

Lingkungen dan Air Borsih bagi Rumah Tidak Layak Huni vang
disarnpaikan oleh TPE.

-Memmbina dan mengarahlkan kepada Unit Peongelola Kegiatan agar

benar benatr memanfastlten  bantuan  tersebut hanva untuk
Penvediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bapl Rumah Tidak
Layak Huni.

- Mengetahui dan menandatangani proposal usulan kepiatan dari Unit

Pemgelola Kepistan, hingga keberhasilan kegiatan vang ditanda
tangani decngem pomyataan penyelesaian 100%  pekerjaan
Penyediaan Sarana Linpgkungan dan Air Tersih bagi Rumah Tidak
Layak Huni

.Melakukan pengawasan di Tingkat Desa dan Kelurahan demi

kelancaran kegialan Penvediaan Sarana Lingkungsan dan Aar RBersih
bagi Rumah Tidak Lavak Tuni, yang dilakukan olclh UPE.



C. Tim Koordinasi
Tim koordinasi kegiatan Penvedizan Sarans Lingkungan dan Air

Bersih bagi Rumah Tidak Lavak Huni adalah suain Tim yang telah

ditetapian terdini dari, Thnas Sosial dan Tenaga Kerja, BAPFEDA dan

Penanaman Modal dan BPEAD memiliki tugas sebagai benikut:

1. Mnas Sosial dan Tenaga Kega melaksanakan pengawasan terhadap
pelakganaan kegiatan pembangunan bantuan Penyediasn Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Lavak Humni,

2. BAFPED)A dan Penanaman Modal mengakomodir revisi anggaran
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

3. Kepala Badan Pengelola Kevangan dan Asct Daerah merealisasikan
dana Bantusn Penyediaan Serana Lingkungan dan Air Bersih bagi
Fumeh Tidak Layak Humi.

4, Tim Koordinasi menyampaikan laporan lepada Bupat Natuna secara
betkala danfatan sewakto-waktu dibutihkan.

L. UPK { Unit Pengelola Kegiatan |

Unit Pengelola Kegiatan adalah organisasi masyarakat diwilayah
kecaimatan, vang dibentuk oleh Camal yang dituangkan ke dalam Berita
Acara Pembentukan vang selanjutnya ditetapkan oleh Camat, yang
bertugas sebagai penangpungiawab tethadap pelaksanasn Kegiatan
Penvediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Fumah Tidal Lavak
Huni.

Pembentultan Unit Pengelola Kegiatan {UPK] vang dibentuk oleh
Camat vang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembenfukan vang
selanjutnva ditetapkan olch Camat dengan Surat keputusan Camat
terilang Pembentukan Uit Pengelola Kogatan, Suszunan
kepengurusatinya terdivl dari - Ketua, Sekretaris: Bendahara.

Keangpolaan Unit Pengelola Kegialan memenuhi svarat-syarat
sebapal berikut ;

1. Werga Negara indonesia usia minimal 25 Tehun,
Rerdomisili di Kecamstan setempat.
Diutamakan berpendidikan Sarjana, minmmal 3LTA.
PNS, PTT atan masyarakat biasa.
Berprngalaman dalam mengelola dana pemerintahan seperti ADD,

SR SR

PNTM dan lain-lainnya.
&. Bertanpgungjawah dan dapat dipercays.



Tugas Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagal barilkeut:

1. Membuka rekening di Bank vang ditunjuk atas nama UPK penerima
bantuan yang ditenda tangeni oleh Ketua dan Bendahara,

2. Z3etiap UPK vang telah ditetaplkan dengam 3urat Keputusan (SK)
Carmal melakukan penilaian terhadap vsulan-usulan kegiatan yang
alan digjukan,

3. Usulan yang telah dibuat oleh UPK, dinsulkan kepada Dinas Sosial
dan ‘Tenapa Kerja Kabupaten Natuna, berupa proposal kegiatan,
untuls dilalkukan verifikasi dilapangan dan pemeriksaan administrasi,
getelah mendapat rekomendasi dari Camal,

4, Usalan propesal vang disampaikan oleh UPK kepuda Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kabhupaten Natuna meliputi -

1. Pendabuluan,
Jenis Ecgiatan fpekerjaaan yang akan dilaksanakan.

o bBa

Tujuan dan manfaat dan kegiatan.

4. Rincian Perkiraan Penpgunaan Anggaran.

a. Penutup.

f. Rekomendasi dari Camat.

7. Reckomendasi dar Kepala Desa/Kelurahan,

&. Berita Acara dan Daftar Hadir pembentukan UPK,
Y. Keputusan Czmat tentang Pembeniukan UPK.

10. Foto copy KK, KTI* UPE.

11. Dokumentasi data lokasi sebelum di bangun.

12, Sural Keterangan Domisili.

5. UPK membanly menggerakkan swadaya dan kegialan gofong royong
masyarakat, dalam rengke membeantu tenaga abli yang telah
ditetapkan, untuk wmembantu mengerjaksn perbaikan  sArena
linglungan dan air bersih bagi ramah tidak layak huni.

6. Seteloh uong dittansfer ke rekening masing-masing Umt Pengelola
Keglatan [UFK] yang disetorkan oleh Badan Pengelola Keusngan dan
Aset Daerah [BPKAD) melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu
Natuna, maka pehcairan di lakukan cleh masing-masing Unil
Penpelola Kegiatan harus mendapat perselujuan melalui Surat
Rekomendasi dai Kcpala atan Sekretaris Dinas Soesial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Natuna,

T.1Init  Pengelola Kegiatan | UPK | Menyampaikan laporan
pertanggungjewaban leeuangan darm kegiatan FPenvediaan Sarana



Lingkungan dan A Bersih bagi Fumah Tidak Lavak Huni kepada
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Ns_r_una YANR solanjuinya
laporan di teruskan kepada Badan Pengelola Kouangan dan Aset
Daerah { BPKALDY | Kabupaten Natuna, dengan melampirkan bukti-
bukti kwitansi pengeloaren sesuai dengan pengEunEasn ATLERHTHAT
vahg divsulkan dan surat pernvataan telah selesainya pelerjaan yang
dikzetahuwil Kepala Desa/Lurah (conteh format terlampir).

8. UPK bertanggsungawab terhadap pengelolaan dana bantuan yang
diterima dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan dari kegiatan
vang dilaksanalan berdasarkasn usulan dari proposal yang sudah
disampailan.

E. Perangkat Desa/Kelurahan [RT, RW dan Kepala Lingkungan |
1. Mengalokasikan sumber dava lain  yang dibutubkan untuk
keberhasilan kematan.
2. Bersama Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Linglungan dan
Air Berzih membsantu kegiatan perbaikan atau pembangunan Sarana
Lingkungan dan Air Bersaih.



BAB IV

PROSEDUR PENGLUSULAN DAN PELAKSANAAN EEGIATAN

A, Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan  FPenerima  bantuan  perbaikem  Sarana
Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagad
hetiloat:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna bersama UFK

melakikan verifikaz administras dan verilikasi lapangen.
Berdasarkan hasil verifikasi adminiertasi di lapangan, Dinas
Sosial dan Tenaga Ketja Kabupaten Natuna mengusulkan nama-
nama penenima Unit Pengelola Kegiatan (UPK] Penvediaan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Kepada
Bupati untuk di tetapkan dalam surar Keputusan Bupati tentang
penetapan UPK penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin
melslui banluan langsung masyvarakat untuk Unit Pengelela
Kegialan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi
Fumah Tidak Layak TTuni.

B. Pelakszanaan Kegiatan

-

i,

Perinsip Pelaksanaan

Perinaip pelaksanaan kegiatan Sarana Linglungan dan Air Bersih

hagi Rumah Tidek Layak Huni adalah:

a. dwakelola
Pelaksanaan kegialaan Sorana Lingkungan dan Air Bersih
Rumah Tidak Lavek Huni dilaksanakan secara swakelola baik
secara individu maupun kelompok sesual pasal 26 dalam
Perpres No.b4 Tahun 20014,

Ir. Kesetiakawanan
Dilandasi oleh kepedulian sosial uiuk membantu orang vang
rmermbutuhkan pertolongan dengan #mpati dan kasih sayvang.

c. Keadilan
Menekankan pada aspek pemeratazn tidak diskriminatif dan
seimbang antary hak dan kewajiban.

. Kemanfaatan
Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan aran fungsi
dari harang,/ruang/ kondisi.



€.

Ic.

Keterpaduan

WMengintegrasikan berbagai lkomponen terkait sehingga depat
berjalan secara ferlonrdinit dan sinergis,

Kemitraan

Dalam upaya meningkatkan keagjahteraan fakir miskin dan
masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan
herbagai pihak.

. keterbukaan

Pihuk-pitk  vang terlibat dalam kegiatan ini berhak
mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menenma
masukan bapi keberhasilan pelaksansan kegialan Penyediaan
Sarana Lingkungen dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak

Huni.

. Aluntabilitas

Berbagai sumber daya digunakan dengan penub tanggung
jawal dan dapat di pertanggungjawabkan secara tekmis maupun
adminigiratil.

Partisipas

Pelakzonaan Kepiatan Penvediaan Sarana Lingkungan dan Air
Bersih bagi Rumah Tidak lavak Huni dilaksanekan dengan
melibathan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan
mendayagunakan berbagai sumber daya vang dimilikinya
Profesional

Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang bailk dan
pendekatan /kongep yvang dapat dipertanggungjawablan.
Bekerlanjuran

Dilaksanakan secara berkezinambungan wuntuk mencapai

kesejahteraan dan kemandirian.

- Tahapan Pelaksanaan Banluan

.

Verifikasi Usulan Sarana Lingkungon dan Air Bersih bag
Fumah Tidak Layak Huni

b. Penjajakan calon lokasi kegiatan

l'enjajakan calom lokesi kematan dimaksudken untulk
memperoleh  gambaran  tentang  kesiapan  Kecamatan,
DesafKelurahan dan imasvarakat, kelayvakan calon penerima
battuan dan faltor lainnya yang akan mendukung keberhasilan
kegiatan,



o. Membangun dan mengembanglan komitmen.

Membangun komitmen dimaksudkan untuk menvepasxat
berbagal sumber daya vang dapat den akan dialokasikan oleh
Pemerintah, masvarakat dan dunie vsaha dalam rangka
mencapal keberhagilan pelaksanasan program.

f. Penentuan lokasi dan calon penerima

e, Verifikasi Calon Penerima bantuan
Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi kembali calon penerima
vang tepat sesuai keileria dan priontas.

g Pelalssmasn Sarana Linglaingan dan Air Bersih bagi Rumah
Tidak Layalk Huni
1. Melaltulan penilajan dan menentukan Barana Lingkungan

dan Air Bersih yang akan dilakukan perbaikan atau
pembanpgunan baru.

2. Menetgpkan prioritas bagian Sarana Lingkungan dan Air
Bersih yang skan diperbailki atau dibangun barmu berdasarkan
pada fungs dan ketersediaan dana dan sumber daya latinya,

3. Membuat rincian jenis/hahan bangunan yang diperlukan
serta besarnya biaya.

4. Melakaanalan legintan perbaiksan Sarana Lingkungan dan

Air Beraih.

5. Pelaksanaan pemmbangunan Penvediaan Sarana Lingkungan
dan Air Bersih bagi Rumah Tidale Layak Huni telah selesal
selambat-lambatnya pada langggal 31 Desember 2015,

f. Batas waktu ini dapat diperpanjang apabila pengerjasn
pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Ruinah
Tidak Layak Huni tidak depat selesai dikerjakan karcma
pengaruh cuaca vang tdak mendukung, kelangkaan bahan
banpgunan, kelanplaan tuksng, dun Bklor penyebab lainnya.

3. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring.
Merupakan proses pengameatan secara terus menerus uniuk
memaniay  pelalceanaan  kegiatan, hambatan yang dibadapn
serla dukungan vang diperaleh. Kegiatan ini dilakulkan dengan
cara mengikuti  perkembongan  setiap  tahapan  kematan
Penyediaan Samna Lingkungan dan Air Bersib hagi Rumah
Tidak Lavak Huni secara langsung dan scdini mungkn



dilakukan PeOYEINPUrnga terhadap leegiatan VAE
dilaksanakan yang tidak sesuai dengan perencanasn semula,

b. Evaluasi
Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanasn
program. Evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai dats dan
informasi tentang hasil fkemajuan pads setiap (ahapan kegiatan
Penvedisan Sarana Lingkungan dan Air Boersih bagi Fumah
Tidak Layak Tluni. Tojuannya  umtuk  menpgetabl
hasil/kemajuan  pelaksanaan  kegiatan  Penyediaan  Sarana
Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Humi,

4. Pelaporan
Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh masvarakat faldr
migkin mencakup:

a.Laporan pertanggungjawaban keusngan banivan  Perbailan
Penyediean Sarana Linglungan dan Air Bersibh bagi Rurmah
Tidak Lavak Huni mafing -mazing Unit Pengelola Kegiaten
sertelah selessd pelaksanaan pekerjaan,

b. Laporan hasil pelaksanaan kegiaan dengan melampirkan foto
Petivedican Sarana Lingkungan dan Air Berasih bagi dalam
kondisi aelelum, sedang perbaikan atau pembangunan baru,
dalam prosea pengerjaan don hasil akhir kegiatan dengan
disertakan sutal pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk
kelompok, dissmpaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah

pekerjaan zelesai,



BAER V
PENYALURAN, PENCATRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Penyaluran Dana

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna akan melaksanakan
kerje sama dengan pihalk Bank vang telah di tunjuk uniuk kemudahan
dalarn proses penyalilran Dena Banbtuan Kegiatan Penyediaan Sarana
Lingkungan dan Air Berath bagl Bumah Tidak Layals Hund,

2, Tiinas Sosial dan Tenaga Kergja Kabupatem Natuna mengajukan
petrmintaan pencaitan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan
Air Bersih bagi Fumah Tidak Layak Huni ke Badan Pengelola Keuangan
dan Asel Daerah (BPEAD) Kabupaten Matuna dengan melampirkan 3K
Bupati Natuna tentang Fenctapan Nema-nama Penerima Bantusm
pemberdayaan  Sosial  Faldr  Migkin  Melalui Banfuan  Langsung
Masyarakat (BLM] untuk Unit Pengelols. Eegiaian (UPK) Penvediaan
Sarana Linglkungan dan Air Bersih bagi Bumeh Tidak Layak Huni
Kahupaten Nafuna Tahun Anggaran 2015.

3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPEAL) Kabupaten Natuna
alean mentransfer dana bantuan Penyvediasn Sarana Linglaungan dan Air
Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni ke Nomor Eckening masing-masing
LUPK penerima hantuan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah
Tidak Lavak Huni tahun 20175,

B. Proees Pencalran Dana Kegiatan Penyedizan Sarmna Lingkungan dan Air

Bersih bagl Rumah Tidak Layak Huni (RTLH])

1. Dana Penvediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Fumah Tidale
Lavak Huni vang sudah masuk dalam rekening setiap Umit Pengelnla
Kegiatan (UPK), dapat dicairken dengan terlebih dahulu dari masing
magsing Unit Pengelola Hegiatan [UPK| mengajukan usulan penggunaan
dana ke Dinas Soszial dan Tenaps Kerja Kalbupaten Natuna dan usulan
tersehut ditandatangani oleh Pengurus UPK vang diketahui Kepala
Desa/Lurah dan Camaf setempat.

2, Usulan tersebit menjadi dasar untule proses pencairan di Bank vang
telah ditunjulk.



3. Pencairan dana kegiaton Penvediaan Ssrana Lingkungan dah Afr Bersih
bagi Rumah Tidak Layak Huni dari rekening Banl: yang telah ditunjuk
untuk masing-masing Unit Pengelola Kegiatan dapat dilaksanakan sctelah
mendapatkan persefiljuan frekomendasi dari Kepala Dinas dan atau
Sekretaris di Dinas Sogial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

4, Pclaksanaan pencairan dena Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air
Bersih bagi dilakukan oleh pemilik nama dalam nomor relening atau
dapat dikuasakan dengan pihak lain dengen perselujuan dari pemilik
releening tersebut Adapun pihak Jain yang direkomendagilcan oleh Dinas
Sosig]l dan Tenaga Kerja Kabupaten Matuna sebagm penerims Kilasa
adalah Camal dan Bendahara Kecamatan.

5. Jumlah dans vang dilerima Unit Pengelola Kegiatan [UPK] kegatan
Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagl Fumah Tidak Lavak
Huni (FTLH] sasaran meksimal sebesar Rp 27 500.000,- setdap UPK, dan
dilalulan pencmiran secara bertahap, dengan pilihan pencairan sebagai
berikut. :

a. Apabila vang mencairkan dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air
Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni [ETLH) dilakukan aleh Unic
Peneelols Keplatan [UPK) secara langsung, dilalkukan pencairan
achanyak 2 [dua) kah tahapan péhcairan :

Tahap | sebesar Ep 18.730.000,-
Tahap Il sebesar Rp. 18.750.000,-

L. Apahila vang melakukan pencaiman dana oleh UPK tahun 2014 alau
sehelumnya diangeap berhasil ataun memuaskan darl pelaksanaan
pekerjaan Sarling maka dapat dilakulean pencairan sebanyak 2 (dua)
tahap sebagaimana terscbul dalam huraf a diatas, dan atau sesusi
dengan nilai yang akan rekomendasikan dari Dinas sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Matuna vang berdasarkan preatasi kerja pelaksanaan
kegigtan Penyediaan Penvedizman Sarana Lingkungan dan Air Bersih
bagi Eumah Tidak Layak Huni di lapangan,

6. Setiap tahapan dalam usulan, masing-masing lingkungdan sasaran harus
melampirkan foto Penyedinan Sarana Lingkungan dan Air Beraih bagi
Rumah Tidak Lavak Huni yang schelum, sedang proses pengerjaan hingga
penyvelesaian dilalkukannya perbaikan atau pembangunan barnl yang
diilcuti oleh Kepala DesafLurah, UPK dan masyvarakat selatamnyva.

7. Dana bantuan vang telah dicairkan/dibelanjakan harus sesuai dengan

usulan dan peruntukannya.



8.

11}

Bukti pembelian/pembelanjaan  dama  bantusan  Pengyediaan  Sarans
Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Lavak Huni untuk menjadi
bahan hangunan, vang berupa note ateu kwitonsi pembelian harus
dilampirkan dalam penvusunan laporan kegiatan oleh masing-masing
Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

. Apabila Unit Pengelola Kegiaton Penvediaan Sarana Linglangan dan Air

Bergih bagi Rumah Tidak Layvak Huni  yang lelah ditetapkan tidal
mulakunnakan kegiatan Penyediaan Sarsna Lingkungan dan Air Bersih
bagi Rumah Tidak Layak Huni maka dana bantuan vang sudah masuk ke
rekening penerima akan ditarik kembali dan dikembalikan ke Kas Daerah
melalul Bank vang telah ditunjuk, sebagaimana yang tertuang dalam
zsurat Perjanjian Kerjmsama Antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Natuna Dengan pihak Baok vang telab ditunjuk

Setiap tahapan pengusulan akan dilakulkan monitering, evaluas serta
pemaniavan  di  lapangan  yang didasarkan  denpgan bukii-bukti
pengelolaan bantuan vang telah diterima. Apabila terdapat pengsunaan
dana bantuan tersebui tidalk sesual perencenasn atau penyalahgunaan
bantuan, maks Kepala THnas Sosial dan Tenapa Kerja Eabupaten Naluna
berhak untuk tidek merckomendasikan pencairan untuk tahsap
berikutnya dan dianggap tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan

hantuan Pemerintah tersebut.

C. Panggunaan Dana

Jumlah dana bantuan stimulan untuk setiap desa penerima Kegiatan
Fenyediaan Sarana Lingkunpgan dan Ajr Bersih bagi Rumah Tidak Layak
Huni maksimal yvang diterima sebesar Bp. 37 500.000,- (tiga puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah) dengan proporsi penggunasan schagai berilur
1. Untuk Pembangunan Sarana Linglungan dan Air bersih bagi Rumah

Tidak Layak Huni.

| | N . :
| No URAIAN | BOBOT | JUMLAH {Rp)
: 2 | i e ; e e = B0 - A4
1 Petnbelian Bahan S0% s/ | 30.000.000,- s,/d
Bangunan O0% 33,750,000, -
| 2 | Biaya Tuksngdan | 10%s/d '3.750.000,- sfd 7.500.000,-
| Diaya Administrasi | 20 :
JUMLAH i 37.500.000,-




2. Untuk Pengadaan Barana Lingkungsn dan Air Bersih bagi Rumah
Tidak Layak Fhini,

Pempgmanaan anggaran delam pengadasn barang dan jasa
disesuaikan dengan jumlah barang, harga barang, dan aasaran
penerima  kegintan  vang mwenjadi  penerima manfaat, biayva
transportasi dan biava administrasi vang akan dikelnarkan.

D, Senksi

1. Apahila dana bantuzan Penyediaan Sarana Linglungan dan Air Bersib
bapgi Rumah Tidak Tayak Huni Rumah Tidak Layak Huni dalam
pencairan pertama Hdak depat dipertanperungiawabken [ lidak aesual
dengan peruntukannya, maka pencairan untuk tahap berikutnga tidak
dapat dilaksanakan, direlkomendasikan dan demildan juga untuk tahap
selanjutnya, dan dana bantuan tersebut dapat dibenkan kepada warga
lainhya yang memenuhi gyarat penerima bantuan Penvediaan Sarand
Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidek Lavak Huni atau alan
dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Natuna,

2. Sanksi hukwm akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Hdak skan dibantu lagl olch pemeriniah
dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berilutnya apabila UFE atau
Kelompok penerima hantuan stimulen Penyediaan Sarana Lingkungan
dlan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni selaku penernma,
penpelola, dan penengsungiawab dana bantuan tidak sepenuhnia
dipergunskan sesuad dengan peruntukeaniya.



BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Telnie ini merupakan pedoman Pelaksanaan Penyediaan Sarans
Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumeh Tidak Layak Huni. Petunjuk Teknis ini
berusaha menjelaskan telmis operasional yang harus diperhatikan oleh semua
lembagsfunsur vang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan
tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesum dengan
vang diharapkan. Meskipun setmua aspek telah diupayalkan untuk dituangkan
sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang
terpenting adalah semangat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat
dalam kepiatan ini.

Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi
dengan adanya budava dan kearifan lokal, sehingga sangar memungkinkan
arianya inovasi dan penvesaaian dengan kendisi setempat sepanjang tidak
bertentangan  dengar:  kebijakan yang  telah  ditetapkan. Berhasilnya
pelaksanaan Penvediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rurnah Tidak
Layvak Huni dilapangan akan sangat terganiung pada semangat dan kualilas
kerja para pehyelenggara program disetiap tingkatan serta jaringan kerja yang
berhasil dibangun dalam Pelakasanaan Kegiatan ini.

Harapan kita, dengan adanya Petunjuk Telknis ini, dapat menjadi dasar
sehingga dapal memberikan kemudahan bagi pihale-pihak yamg herperan
dalam kegiatam itd. Sehingga peloksanaan Kegiatan Penyedizan Sarana
Lingkungan dan Air Beraih bagi Rumah Tidak Tayak Huni ini tercapai derigsan
bailkk dan tepat sasaran, dengan demilkian pola penanganan kemiskinan
dengan memberikan sentuhan hak dasar manusia berupa Penyediaan Sarana
Lingkungan dan Air Bersih yang layak, dapat tercapai sehingga mampu
memperbaiki fungsi individu, kcluarga dan sosial masyarakat penerima
rmeansfaat,

BUPATI NATUNA,

[ paRAF AOORDINAS!

J e e e

ST S LERHE




BERITA ACARA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGH
EUMAH TIDAK LAYAK HLUNI (RTLH]

TAHUN 2015

Ribu lma Bclas bertempat i Eecarmatan... oo Babupatet
Natuna, telah dilaksanakan rapat pembentukan Pengurus Urdt Pengelola
Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungsn dan Air Bersih bagi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) denpgan nama UPK ..veeee e

Dengan Kepengurusan sebagai berikut -

No. Nama | Jabatan |
.1.1 i et R | ._-_Hﬂma :
2, i - ! Sekretaris !
o = ' g = _._:
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimsna
mestnya.
SRR R R D
FIMPINAMN RAPAT, NOTULEN RAPAT,
[ j [oeen ]
MENGETAHUI :
CAMAT
O VNP S 0 Y- ]
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DAFTAE HADIR EAPAT

' Pembentulkan Pengurus UFK.. ... .......... Kecamatan...........

NAMA [ ALAMAT TANDA TANCGAN
R SR ¥
E 1
_ : B
. A
4
5
2 ____.._.__E ..... T
= ; el
-
...... YR iaas
| i
: |
" |
i
| el




USULAN KEGIATAN FENYEDTAAN SARANA LINGEUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGT RUMAIT TIDAK LAYAK [IUNI
TAHUN 2015

Nema IFK

Alamat i A AN L R o
Nama Desa [ Kelurahan B e L e N T gt ¢ e
Kecamatanm 00000000 I iiimieriereeeeti et en e
Pengeunasn Dana l{f:seluruhan Rp. 37.500.000- [ Tiga Puluh Tajuh Juta
Lima Ratus Fibu Eupiah |

Barana Lingkungan dan Air Beraih vang akan diperbmils ¢

.........................................................................................................

Naima Toko Bangunsn yang dluﬂuﬂcﬂ_n
Alamat

Notmor Felepoh i st sy g e e M
Pengadaan Barmang A L S A e o SO R

| Harga Sawan | Jumlah
No. Nama Barang Jurmlah

' L [Rp) {Fp.}
” TOTAL

Biava Cmpkos Tukang  BR coeccon s e Maksimal 20 %6 )
Jumlah Tukang i JOTEATLE

Biaya Perorangan Rt s ey

Total dana Seluruhnya "Bp. oo

Terbilang B i G a Ao R A A A

Yang Mengusulkan
UNIT PENGELCLA EEGIATAN (UPK). L
Aokretaris, Ketua,

Menvetujui .

Camat



USLULAN KEGIATAN PENYETNAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSTH

BAGT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

TAHUN 2015
Mama UPFK T RS .
Alemat b i g G i B A R S AR AR R
Nama Desa f H&Iut‘ahan .................. s it P Vo e e s
Kecamatan ;
Usulan Tahap I : Ep. ‘JB-'?E'I’_'II.EIDD,- tDcla.pa_t'L Eelﬂa :Jutn Tujuh Hatus

Lima Puluh Eibil Eupiah |

Sarana Lingkungan dan Ait Bergih yang akem diperbarks

Nama Tnl{n Hangunan ‘E.TEIlg -iiuau]ka.n
Alamat T e 1 gl e
Homor Telepon

Fengadaan Barang tRp. .. e,

" i N B Jumlah Harga Satuanh . Jumlah |
fa, ama ang u |
- (Rp.} Rp)
iy i
: TOTAL
Bigyva Ongkos Tukang : Rp. .f Maksimal
20 % |
Jurlah Tukang B e s orang
Biaya Perorangan N D e e
‘Total Diana Selurilthtiya | Ep ........................
Terbilanp T T —
i 2015
Tang Menguaulkan
UNTT FENGELOLA KEGEATAN [UPK) ... iiiimismian riern e
Helretaris, Ketua,
( ) { ]
MenyetLjui
Camat
e )



USLULAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGEUNGAN 11AN ATR BERSTH
BAGH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHLIN 2015

Nama UPK

Nama Desa I{Elurahan ..............................................................

10 s = 0 130w 1 S - P S o e Y P e S e

Usulan Tahap L Rp 18, 750.000,- | Delapan Belas Juta Tujuh Ratus
Lirna Puluh Ribn Rupiah ]

Sarana lingkungan dan Air Bersih vang akan diperbaild @

Na.ma Tc:lﬂ:u Eangunanyangdluaulkan L T SRR R e

Alsmat P

Nomior Telepon P R PR LI S o e~ L e

Pengadaan Barang T o R PR PN T SRty S Ut syt o SOy T
Harga Satuan Jurnlah

Jumlah

(Fp.] (Rp.]

|
N, Mama Barang

Biaya Ongkos Tukang CEp. oo ceecnnacen o | Madksimial 200 Bn )
Jurnlzsh Tukang B et g OTATIY,

Bigyva Perorangan I 4 O

Total dama Seluruhnya  Rp e,

Terbilang DAL Sy

Yang Mengusulkan
UNIT PENGELOLA KEGTATAN {UPK). . cooviviinirniirieiee e e
Sekretaris, Retua,

Menvetujul
Camat



o

LAPORAN PERTANGG UNGJAWABAN PENGGUNAAN TIANA
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNCAN DAN ATR BERSIH BAGI
RUMAH TIDAK LAYAK HURNE{ KTLH }

TAHLT 2015

Hama UPK

Alamat

Namma Desa / Kelurahan

Peogpunaan Dang Erﬂﬂurl]h.r-.lﬂ E‘p- 37.800.000,- [ Tiga Pulub Tujuh Juta
Lima Eatus Fibu Eupiah |

Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbadki ¢

...........................................................................................................

Nama Toko Bangunan ?anp PTIEAERAEY T i v mmenic o e it s T S

Alamat
Nomor Telepon L e N S e e T e Rtk P AL ¥ B M e
Pengadaan Barang ' REp. ... i oo R o
; ; | Harga Sainan | - Atk |
Na, Mama Barang Jumlah | |
tkp) 1 [Rp)
| H oh =

Bigya Ongkos Tukang D RBP. iiinienienneeenneaood, Malkosimal 20 % )
Jumlah Tukang i Sk R A OTETIRE

Biava Perorangan EIRYR o i e s e

Total dana Seluruhnva (Rp. o

Terbilang B i e TS e SR

UNIT PENGELOLA KEGTATAN (UPK). ... ..o,

Sekretaris, Hetua,

Benyvetujul
Camat



SUKAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKER.JAAN
KEGIATAN PENTEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AlR BERSIH
BAGI EUMAH TIDAK LAYAK HUNI [ RTLH §

TAHUN 2015

Kami ¥ang hertanda tangan dibawah ini :
Nama UPK
L. Nama
Jabatan
Alamat
2. Hama
Jabatan
Alarnat
3. Nama
Jabatan
Alamat. :
Menyvataksn bahwa pekeraan Kegiatan Penyedissn Samna Lingkungan dao
Air Beraih bapl Fumah Tidak Lavalk Hum (RTLH) ates nama Umt Peopelola
kegiatan seperti tersebut diatas anggota UPK............ccocove00e0n0 YAng beralamar
di Desa/Kelurahan., ... Katupaten Natuna telah selesai 100 %4
Pernyotann ini Kami buat dalam keadoon sehat jasmeni dan rohani tanpa
tekanan darfi pihak manapun dan Kami bertangpungjawab bailk zecara pribadi
maupun Unit Pengclola Kegpiatan dihadapan bukum bila dikemudian hari
terbukt pernyataan ini dianeggap tidak benar,

PPPRRPRPMRR £ | i i
Yang menyatakan
Ketua UI'K 1. Bendahata
Matecwd Re. 4,000, - materai =p. &G, .

Vet N e § s e R s e ]
2. Sekrataria

Malersi Bp, 5000, -

Camal Eepala Pesa/Lurah



